


diarahkan untuk menjadikan Kemendikbudristek RI sebagai pengampu anggaran 
fungsi pendidikan. 

2. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk menmJau kembali substansi
Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tentang SSBOPTN, dengan menekankan
evaluasi yang berorientasi kepada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan
akses pendidikan yang terjangkau, termasuk sosialisasi dan pendampingan
Permendikbud tersebut.

3. Mendesak Kemendikbusdristek untuk memastikan PTN menetapkan satuan biaya
operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa
sesuai amanat Pasal 88 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Mendesak Kemendikbudristek memberikan ruang dan jaminan kepada
mahasiswa untuk dapat menyampaikan peninjauan ulang UKT sesuai
perekonomian keluarga, dengan aman dan lancar.

5. Mendesak Kemendikbudristek RI mewajibkan perguruan tinggi memberikan
informasi dan peluang yang seluas-luasnya untuk calon mahasiswa mendapatkan
KIP Kuliah pada proses pendaftaran.

6. Mendorong Kemendikbudristek RI melakukan evaluasi kepada perguruan tinggi
yang merealisasikan KIP Kuliah tidak sesuai persyaratan dan segera melakukan
tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

7. Mendesak Kemendikbudristek RI menyampaikan informasi kepada Komisi X DPR
RI secara berkala hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan UKT utamanya
dalam memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi
yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 UU
No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

8. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan
jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang masih memerlukan
penjelasan lebih lanjut. Jawaban disampaikan paling lambat tanggal 28 Mei 2024.

Ill. PENUTUP 
Rapat ditutup pukul 13.02 WIB 
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